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Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagal suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan
sistem hukum perjanjian yang sifatnyaterbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara
asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk
memiliki hak atas tanah yang dilarang bagi warga negara asing baik secara langsung maupun tidak
langsung. Walaupun demikian praktik nominee hak atas tanah bagi warga negaraasing di Indonesiamasih
terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawaban
notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing. Penulisan
tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk
menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari peraturan yang ada diketahui bahwa dalam
perjanjian yang membentuk struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing adalah perjanjian yang
batal demi hukum. Notaris tidak berwenang dalam praktik nominee hak atas tanah dan wajib memberikan
penilaian terhadap isi akta serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
Praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak
sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga notaris harus bertanggung jawab dan dapat dikenai
sanks berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan
jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang
melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai
pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.

<hr><i>The concept of nominees entered Indonesia as an agreement because of the principle of freedom of
contract and an open legal agreement system. In connection with the nominee of land rights for foreign
nationals, Article 26 paragraph (2) of the LoGA has emphasized the prohibition for foreign nationals to have
rights to land which are prohibited for foreign citizens either directly or indirectly. However, the practice of
nominating land rights for foreign nationals in Indonesia still occurs. This study aims to provide an
explanation of the notaries authority and responsibilities relating to the establishment of a nominee structure
for land rights for foreign nationals. The writing of this thesis uses aform of normative juridical law
research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. From the
existing regulationsit is known that in agreements that form a nominee structure for land rights for foreign
citizens are agreements that are null and void. Notary is not authorized in the practice of nominee land rights
and is obliged to provide an assessment of the contents of the deed and provide legal counseling in
connection with the making of the deed. Nominee practice of land rights for foreign nationals can cause
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harm to the parties as aresult of the cancellation by law so that the notary must be responsible and can be
subject to sanctions in the form of civil sanctions, administration and notary position codes. So that in
carrying out his position the notary must fully understand the applicable law relating to the deed and for the
notary who commits an unlawful act in carrying out his position, the notary should be held accountable in
accordance with the regulations.</i>



